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ABSTRAK 

Analisis Tentang Pengingkaran Anak 

(Studi Normatif Putusan Pengadilan Agama Banyumas No. 

1484/Pdt.G/2012/Pa.Bms tentang Pengingkaran Anak) 

 

Nama  : Moulyta Elgi Trinanda 

Nim   : 02111001103 

 

 

 

Di dalam suatu perkawinan adanya kemungkinan seorang istri dapat 

melahirkan seorang anak yang bukan dari suaminya ketika masih dalam suatu ikatan 

perkawinan yang sah. KUHPerdata, hukum Islam bahkan hukum Perkawinan 

mengakui adanya kemungkinan suami untuk melakukan pengingkaran anak. Dalam 
KUHperdata, ketentuan pengingkaran anak terletak dalam Pasal 251 sampai Pasal 

260, sedangkan dalam Hukum Islam terletak dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 

100 sampai Pasal 102. Dengan diakuinya pengingkaran anak akan membawa akibat 

hukum bagi anak tersebut.  

Penulis mengambil contoh perkara putusan Nomor. 1484/Pdt.G/2012/PA.Bms 

tentang pengingkaran anak. Hakim mengabulkan putusan tersebut berdasarkan alat 

bukti yang diperkuat dengan  dari hasil tes DNA yang dilakukan. Kedudukan hasil 

DNA itu sendiri telah diterima sebagai alat bukti dalam menentukan nasab 

seseorang, Meskipun waktu pengajuan pengingkaran anak tidak sesuai dengan Pasal 

102 Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi ketentuan ini dapat dikesampingkan 
sepanjang suami baru mengatahui bahwa anak yang dilahirkan bukan darah 

dagingnya walaupun telah lewat masa waktu yang ditentukan.  

 Dengan dikabulkannya permohonan pengingkaran anak itu, maka putuslah 

segala hubungan nasab dengan ayahnya. Hal ini berati segala hubungan 

keperdataan hanya kepada ibu dan keluarga ibunya saja sesuai dengan ketentuan 

Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan serta Pasal 100 Komplikasi Hukum Islam. 

Akibat dari putusnya nasab ialah terputusnya kewajiban pemberian nafkah dan 

pemeliharaan, perwalian nikah serta hak waris. 

 Penulisan skripsi menggunakan metode penelitian hukum normatif yang 

didukung dengan penelitian hukum empiris. Dalam analisis data penulis 

menggunakan metode analisis kualitatif dan teknik penarikan kesimpulan 
menggunakan metode deduktif 

 

Kata Kunci : Pengingkaran Anak, Hak Suami, 

http://eprints.walisongo.ac.id/374/1/072111010_Coverdll.pdf#page=1
http://eprints.walisongo.ac.id/374/1/072111010_Coverdll.pdf#page=1
http://eprints.walisongo.ac.id/374/1/072111010_Coverdll.pdf#page=1
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Keluarga merupakan hal yang diinginkan bagi setiap manusia, dimana untuk 

mempunyai harapan tersebut  seseorang laki-laki dan perempuan harus mempunyai 

ikatan yang dituangkan dalam suatu perkawinan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin 

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan 

Yang Maha Esa”. Perkawinan juga dapat dikatakan sebagai perjanjian pertalian 

antara dua manusia laki-laki dan perempuan yang berisi persetujuan hubungan 

dengan maksud secara bersama-sama menyelenggarakan kehidupan yang lebih baik 

menurut syarat-syarat dan hukum susila yang dibenarkan Tuhan pencipta alam
1
. 

Selain bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, 

perkawinan juga bertujuan untuk mendapatkan keturunan. Keturunan yang dimaksud 

ialah hubungan antara anak dengan orang tua, atau lebih luas dari itu: antara di satu 

pihak para anak, di lain pihak para orangtua beserta nenek moyang mereka
2
 

                                                           
1 Nasaruddin Latif, Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga, 

Bandung: Pustaka Hidayah , 2001, hlm. 13. 
2
 H.F.A. Vollmar, Pengantar Studi Hukum Perdata, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996.121. 



 
 

2 
 

Hakikatnya, suami istri tidak ada yang tidak mendambakan anak untuk meneruskan 

kelangsungan hidup. Anak diharapkan dapat mengambil alih tugas, perjuangan dan 

ide-ide yang pernah tertanam di dalam jiwa suami atau istri
3
.  Di dalam hukum Islam 

juga diungkapkan dalam Firman Allah bahwa mengenai keturunan : 

 

“Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami 

sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang 

bertakwa” (Al-Furqan (25) : 74) 
4
.  

Dari Firman Allah tersebut dapat ditafsirkan bahwa betapa pentingnya sebuah 

keturunan di dalam suatu keluarga. Manusia diciptakan untuk berpasang-pasangan 

supaya dapat berkembang biak mengisi bumi dan memakmurkannya atas kehendak 

Tuhan Yang Maha Esa dan naluri manusia pun menginginkan hal demikian. Kalau 

dilihat dari ajaran Islam, maka di samping alih generasi secara estafet, anak cucu pun 

diharapkan dapat menyelamatkan orang tuanya (nenek moyang) sesudah meninggal 

dunia dengan panjatan doa kepada Allah
5
. 

                                                           
3
 M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, Jakarta: Prenada Media, 2003, 

hlm. 15. 
4
 Departemen Agama RI, Alqur’an dan Terjemahannya (Transliterasi Arab-Latin) Model 

Kanan Kiri, Semarang: CV. Asy Syifa‟, 2001,  hlm. 802. 
5
 M, Ali Hasan, Op.Cit, hlm. 16. 
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Akan tetapi  di dalam suatu perkawinan tidak dapat terhindar dari berbagai 

masalah yang melanda, misalnya mengenai anak. Salah satunya  adalah   

kemungkinan seorang istri dapat melahirkan seorang anak dari seorang laki-laki lain 

yang bukan suaminya ketika masih dalam suatu ikatan perkawinan yang sah yang 

biasa disebut sebagai perbuatan zina. Hal ini memang tabu mengingat telah terikatnya 

sepasang suami istri dalam suatu perkawinan yang sah dalam kehidupan keluarga 

dimana di Indonesia dilarang untuk melakukan zina, sesuai dengan ketentuan 

KUHPidana, Hukum Islam bahkan hukum Adat yang dianut masyarakat.  Di dalam 

Alqur‟an Allah berfirman : 

“Danjanganlah kalian mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan 

yang keji. dan suatu jalan yang buruk.” (Al-Israa‟ (17): 32)
6
.  

Sehingga dengan adanya permasalahan seperti ini, seorang suami diberi 

peluang untuk melakukan pengingkaran anak atau penyangkalan anak  tersebut 

menurut kedudukan  hukum sebagai  seorang anaknya.  Hukum perdata (BW), hukum 

Islam dan hukum Perkawinan mengakui adanya kemungkinan suami untuk 

melakukan pengingkaran anak bilamana suami dapat memberikan pembuktian fakta-

fakta bahwa suami tidak menghamili istrinya sehingga dapat membuahkan anak 

tersebut.  

                                                           
6 Departemen Agama RI, Op.Cit, hlm. 610. 
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Dalam Pasal 251 KUHPerdata (BW) dinyatakan bahwa “keabsahan seorang 

anak yang dilahirkan sebelum hari keseratus delapan puluh dari perkawinan, dapat 

diingkari oleh suami. Namun pengingkaran itu tidak boleh dilakukan dalam hal-hal 

berikut:  

1. bila sebelum perkawinan suami telah mengetahui kehamilan itu;  

2. bila pada pembuatan akta kelahiran dia hadir, dan akta ini ditandatangani 

olehnya, atau memuat suatu keterangan darinya yang berisi bahwa dia 

tidak dapat menandatanganinya;  

3. bila anak itu dilahirkan mati”. 

Hukum perkawinan pun mengakui adanya pengingkaran anak, dilihat berdasarkan 

Pasal 44 UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa: 

a Seorang suami dapat menyangkal sahnya seorang anak yang dilahirkan 

oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah 

berzina dan anak itu akibat dari pada perzinaan tersebut. 

b Pengadilan memberikan keputusan tentang sah atau tidaknya anak atas 

permintaan pihak yang berkepentingan. 

Untuk melakukan pengingkaran anak, seorang suami harus terlebih dahulu 

membuktikan bahwa anak tersebut bukanlah anaknya.  Menurut ketentuan Pasal 252 

KUHPerdata (BW) “Seorang suami yang hendak menyangkal keabsahan anak harus 

membuktikan bahwa dalam masa anak ditumbuhkan (conceptie tijdperk), suami jelas 
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tidak mungkin bersetubuh dengan istrinya, oleh sebab-sebab dalam keadaan pisah 

atau akibat suatu kebetulan”.  

Akan tetapi apabila tidak cukup terdapat saksi-saksi dan pembuktian 

mengenai istri yang telah melakukan hubungan badan suami istri dengan orang lain, 

maka di dalam hukum Islam dapat dilakukan dengan pembuktian sumpah oleh suami 

untuk membuktikan kebenaran atas perbuatan perzinaan yang dilakukan istrinya 

tersebut. Menurut Hukum Islam yang terdapat dalam Pasal 101 Kompilasi Hukum 

Islam dinyatakan  “Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang  isteri tidak 

menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li`an”. Diterangkan 

dalam Pasal 126 Kompilasi Hukum Islam bahwa “li`an terjadi karena suami menuduh 

isteri berbuat zinah dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah 

lahir dari isterinya, sedangkan isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran 

tersebut”.  Ketentuan dalam Pasal 102 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa: 

1)  Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, 

mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 

hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan 

atau setelah suami itu mengetahui bahwa isterinya melahirkan anak dan 

berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada 

Pengadilan Agama. 

2)  Pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat 

diterima. 
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Contoh berkas perkara putusan No. 1484/Pdt.G/2012/PA.Bms tentang 

pengingkaran anak
7

 tanggal 16 Juli 2013 yang diajukan melebihi batas untuk 

mengajukan pengingkaran anak, bahwa Pengugugat yang bernama “Galuh Marahatma” 

dan Tergugat bernama “Dian Ayu Intani” pada tanggal 20 Juni 2009 melangsungkan 

pernikahan secara sah. Selama masa perkawinan Galuh dan Dian tidak dikaruniai 

anak.   

Pada tanggal 28 Januari 2010 Galuh mengajukan permohonan Ijin Ikrar Talak 

melalui Pengadilan Agama Banyumas dengan No. perkara 0105/Pdt.G/2010/PA.Bms 

dan sudah tercatat dalam akta cerai pada tanggal 12 Mei 2010 dengan No. 

501/AC/2010/PA.Bms. Selama proses perceraian tersebut, Dian menjalin hubungan 

dengan lelaki lain bernama “Efendi” bahkan menikah secara siri pada tanggal 2 Mei 

2010. 

 Pada tanggal 22 Desember 2010, Dian melahirkan seorang anak perempuan 

bernama “Cinta Naylafiqah Nadhira”. Pada masa kehamilan tersebut, Dian tidak 

pernah memberitahu kepada Galuh perihal kehamilannya. Sehingga setelah kelahiran 

anak tersebut ibu Dian menemui Galuh meminta agar Galuh bersedia menjadi ayah 

dari Cinta, tetapi Galuh bersikeras menolak dikarenakan Galuh sangat yakin sejak 

akhir bulan Juli 2009 hingga putusnya perkawinan 12 Mei 2010 Galuh tidak pernah 

melakukan hubungan suami istri dengan Dian. Pada saat Dian mengurus akta 

kelahiran anak tersebut, Galuh juga sudah menolak diposisikan menjadi ayah 

                                                           
7

http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/35fb7e4465b359704b821270bca

f9f4a/pdf, diakses tanggal 8 Desember 2014. 

 

http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/35fb7e4465b359704b821270bcaf9f4a/pdf
http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/35fb7e4465b359704b821270bcaf9f4a/pdf
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kandung dari anak bernama Cinta tersebut. Akan tetapi Galuh  mendapat kabar bahwa 

akta kelahiran dengan No. 181/2-20/2011 pada tanggal 17 Januari 2011 

mencantumkan bahwa anak yang bernama Cinta adalah anak dari Galuh dan Dian. 

Dalam putusannya, Pengadilan Agama Banyumas mengambil putusan untuk 

mengabulkan gugatan Galuh yaitu menyatakan bahwa anak yang bernama Cinta 

tersebut bukan anak sah Galuh. 

Dengan diakuinya pengingkaran anak menurut hukum di Indonesia  mengenai 

kedudukan seorang anak akan membawa akibat hukum bagi anak tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk menganalisis mengenai 

pengingkaran anak dengan menuangkannya dalam skripsi berjudul “Analisis Tentang 

Pengingkaran Anak (Studi Normatif Putusan Pengadilan Agama Banyumas No. 

1484/Pdt.G/2012/Pa.Bms tentang Pengingkaran Anak)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat 

dirumuskan permasalahan dalam skripsi ini sebagai berikut: 

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim atas putusan Pengadilan Agama 

No. 1484/Pdt.G/2012/PA.Bms tentang pengingkaran anak telah sesuai dan tidak 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ? 

2. Bagaimana akibat hukum yang timbul dari pengingkaran anak terhadap anak 

yang diingkari tersebut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ? 
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C. Ruang Lingkup 

Untuk memperjelas pembahasan dalam penulis skripsi yang berjudul “Analisis 

Tentang Pengingkaran Anak (Studi Normatif Kasus Perkara Pengadilan Agama 

Banyumas No. 1484/Pdt.G/2012/Pa.Bms Tentang Pengingkaran Anak)”, maka ruang 

lingkup perlu dibatasi hanya dalam pembahasan dilihat dari Hukum Islam dan 

KUHPerdata mengenai pengingkaran Anak. 

 

D. Tujuan Penulisan  

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan, maka yang menjadi tujuan dari 

penelitian skripsi ini adalah: 

1. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim atas putusan Pengadilan Agama 

No. 1484/Pdt.G/2012/PA.Bms tentang pengingkaran anak telah sesuai dan tidak 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Untuk menganalisis akibat hukum yang timbul karena pengingkaran anak 

terhadap anak tersebut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

  

E. Manfaat Penulisan 

1. Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai pengetahuan  

baik dalam bidang hukum Perdata maupun dalam bidang hukum Islam. 
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2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi para 

praktisi hukum di lembaga Pengadilan Agama, masyarakat umum, penulis 

sendiri dan sekaligus sebagai informasi dalam mengembangkan rangkaian 

penelitian lebih lanjut dalam karya keilmuan yang lebih baik. 

 

F. Kerangka Teori 

Pengingkaran anak dalam KUHPerdata tertera dalam Pasal 251 yaitu keabsahan 

seorang anak yang dilahirkan sebelum hari keseratus delapan puluh dari perkawinan, 

dapat diingkari oleh suami. Pasal 252 KUHPerdata juga diterangkan bahwa “Suami 

boleh mengingkari keabsahan si anak, apabila dapat membuktikan, bahwa ia sejak 

tiga ratus sampai seratus delapan puluh hari sebelum lahirnya anak itu, baik karena 

perpisahan maupun sebagai akibat sesuatu kebetulan, berada dalam ketakmungkinan 

yang nyata, untuk mengadakan hubungan dengan istrinya”. Selain pasal tersebut, 

tercantum pula dalam Pasal 254 yang menyatakan bahwa “suami boleh mengingkari 

keabsahan seorang anak, yang dilahirkan tiga ratus hari setelah hari keputusan 

perpisahan meja dan ranjang memperoleh kekuatan mutlak, dengan tak mengurangi 

hak istrinya, untuk mengemukakan segala peristiwa, yang kiranya sanggup 

membuktikan, bahwa suamilah bapak anak itu. Apabila pengingkaran itu telah 

dinyatakan sah, maka suatu permufakatan antara suami dan istri, tak akan 

mengakibatkan si anak itu memperoleh kedudukan yang absah”. 
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Sedangkan dalam Hukum Islam terletak dalam Pasal 102 ayat (1) Kompilasi 

Hukum Islam yang menyatakan bahwa “suami yang akan mengingkari seorang anak 

yang lahir dari istrinya mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka 

waktu 180 hari sesudah lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau 

setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat 

yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama”. 

Adapun Pertimbangan hakim dalam putusan perkara dititikberatkan pada 

pembuktiannya yang berdasarkan fakta-fakta yang terjadi. Teori Pembuktian yang 

dibebankan kepada hakim adalah teori bebas. Teori ini menginginkan hakim sama 

sekali tidak diikat dengan hukum positif tertulis dalam hal pembuktian, tetapi 

penilaian pembuktian sepenuhnya diserahkan kepada pertimbangan hakim
8
. Hakim 

bebas menilai alat bukti dengan berpedoman pada relevansi substansinya dengan 

pokok permasalahan yang sedang ditangani
9
. 

 

G. Metode Penelitian 

Dalam penulisan skripsi ini, metode penelitian yang akan digunakan adalah 

metode penelitian kepustakaan. Data pustaka yang diperlukan sebagai data penunjang 

diperoleh melalui buku-buku, artikel ilmiah, website resmi dan tinjauan pustaka 

lainnya.  

                                                           
8
 Achmad Ali dan Wiwie Heryani,  Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata, Jakarta: Kencana, 

2013, hlm. 87. 
9
 M. Natsir Asnawi, Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia, Yogyakarta: UII Press, 

2013, hlm. 114. 
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1. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yang 

ditunjang dengan penelitian hukum empiris (wawancara). Penelitian hukum 

normatif artinya jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan 

pustaka (data sekunder) 
10

 mencakup bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder dan bahan hukum tersier. Penulis akan melakukan kajian terhadap 

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW) dan  Hukum Islam. 

2. Metode Pendekatan Masalah  

a. Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) yaitu dilakukan dengan 

menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan 

isu hukum yang sedang ditangani
11

. 

b. Pendekatan Kasus (Case Approach) yaitu dilakukan dengan cara melakukan 

telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang 

telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang 

tetap
12

. Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh 

peneliti adalah ratio decidendi, yaitu alasan –alasan hukum yang digunakan 

oleh hakim yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya
13

. 

                                                           
10

 Usmawadi, Petunjuk Ilmiah Bidang Hukum Dalam Materi Pokok Pendidikan dan Kemahiran 

Hukum, Palembang: Laboratoriumm Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2004, hlm. 13. 
11

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet Ke-7, Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2011, hlm. 94. 
12

 Ibid, hlm. 95. 
13

 Ibid, hlm. 199. 
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c. Pendekatan  perbandingan atau studi komparatif (comparative approach) 

yaitu pendekatan yang lebih menekankan pada adanya persamaan dan 

perbedaan dalam berbagai sistem hukum, dalam hal ini adalah sistem hukum 

Islam dengan sistem hukum privat Barat yaitu Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (BW). Pendekatan perbandingan dilakukan dengan 

mengadakan studi perbandingan hukum. Menurut Van Appeldorn 

perbandingan hukum merupakan suatu ilmu bantu bagi ilmu hukum 

dogmatik dalam arti bahwa untuk menimbang dan menilai aturan-aturan 

hukum dan putusan-putusan pengadilan yang ada dengan sistem hukum yang 

lain
14

. 

3. Jenis dan sumber data 

Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini 

adalah data hukum sekunder yaitu data yang bersumber dari bahan hukum 

atau data yang telah diperoleh melalui bahan-bahan pustaka
15

, berupa :
16

 

a Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum mengikat yang berupa 

UUD 1945, hukum yang tidak dikodifikasi seperti hukum Adat, bahan 

hukum dari zaman penjajahan Belanda seperti Kitab Undang Undang 

Hukum Perdata (BW), Kitab Suci Agama seperti Al-quran, Undang-

                                                           
14

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Cet Ke-6, Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2010,  hlm. 133. 
15

 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), 

Cet Ke-6,  Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 29. 
16

 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003, hlm. 

116. 



 
 

13 
 

undang yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi, yang meliputi 

pengingkaran anak seperti Undang-undang Perkawinan serta Kompilasi 

Hukum Islam. 

b Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer berupa hasil karya ilmiah, hasil-hasil 

penelitian, Hadist hukum Islam, literatur-literatur yang membahas dan 

berkaitan dengan permasalahan. 

c Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk 

ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti, 

artikel-artikel yang relavan dan berkaitan dengna permasalahan, kamus 

bahasa Indonesia, kamus hukum, dan sebagainya yang membahas dan 

berkaitan dengan permasalahan. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu: 

a Penelitian kepustakaan (library research).  

Penelitian kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan data-data 

sekunder yang dilakukan dengan membaca, mengumpulkan, mempelajari, 

literatur-literatur yang berupa buku-buku, artikel dan peraturan-peraturan, 

serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan dalam 

skripsi ini. 
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b Wawancara. 

Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung 

dengan hakim di Pengadilan Agama Palembang guna menambah 

pengetahuan mengenai pengingkaran anak. 

5. Analisis Data 

Pada penulisan skripsi ini menggunakan analisis data dengan 

menggunakan metode analisis kualitatif, yang bertujuan untuk mengerti atau 

memahami gejala yang diteliti. Proses analisis data dilakukan terhadap semua 

data yang tersedia baik dari data primer maupun data sekunder, sehingga 

dapat ditarik kesimpulan. 

6. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini 

menggunakan metode deduktif yaitu dengan cara pengambilan kesimpulan 

bersifat umum menjadi kesimpulan bersifat khusus sehingga dapat mencapai 

tujuan yang diinginkan yaitu menjawab isu hukum dalam penelitian ini
17

. 

 

 

 

 

 

                                                           
17

Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja. Grafindo 

Persada, 2003, hlm. 18. 
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